Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daergh
dan Penyusanan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 memberikan kebebasan dan keleluasaan
yang lebih besar kepada pemda untuk meningkatkan sumber pembiayaan
untuk mendorong proses akselerasi pembangungnf.dacrah-secar&'fkesélﬂfﬁhan.



Dalam perkembangannya setelah adanya perubshan UU No. 22 Tahun
1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi
UU No. 33 Tahun 2004, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tidak lagi menjadi
acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan pemda. Hal ini
mulai berlaku setelah ditetapkannya PP No. 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan pelayanan
diberbagai sektor terutama sektor publik, pada akhirnya dapat meningkatkan
daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah yang diharapkan
dapat ‘menaikkan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal di satu sisi
memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di
sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal
daerah yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan Adi (2005) menunjukkan terjadi perbedaan
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah kabupaten dan kota
dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Terjadinya ketimpangan fiskal antar
dacrah dan bisa jadi hal ini mempengarnhi tingkat pertumbuhan ekonomi
daerah yang berdampak pada kemandirian pemda (Nanga, 2005 dalam
Harianto dan Priyo, 2007).

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan

PRI e Arnnanlh sreer Al hanore aarmarintaoh sareat mamharill-an dana



perimbangan dan salah satu komponen yang memberikan kontribusi terbesar
adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi
DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan
penerimaan daerah yang lain, termasnk Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Adi,
2007). Hal ini menunjokkan masih tingginya ketergantungan pemda terhadap
pasokan dana dari pemerintah pusat, namun demikian, dalam jangka panjang
ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil sehingga perlu
adanya kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, indikator suatu daerah salah
satunya dapat diukur dari derajat kebebasan yang dimiliki daerah untuk
berinisiatif dalam mengambil berbagai keputusan penting atas beragam
persoalan yang dihadapi, tanpa harus meminta restu dari pemerintah pusat.
Pemda harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik
dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan
menjadi sumber PAD.

Dalam rangka akuntabilitas publik, semua komponen daerah dalam pemda
terutama pada level yang berhubungan langsung dengan pelayanan
masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber
dari masyarakat hendaknya dapat dilakukan optimalisasi belanja. Penggunaan
anggaran harus dilakukan secara efektif dan transparan dalam pelaporannya
yang dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja, sehingga masyarakat mengetahui

scherapa besar anggaran yang dialokasikan dapat menunjang proses
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Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi
dalam pelayanan publik yang lebih baik, bukan hanya sekedar kemampuan
menunjukkan bahwa uvang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi
meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah
dibelanjakan secara efisien dan efektif, karena belanja harus dapat
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, bagi daerab-daerah yang
memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya
mannsia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat
lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih
cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Adi, 2005). Kebijakan otonomi
daerah tersebut sangat memberatkan, karena bagi daerah yang tidak
mempunyai sumber dana yang melimpah akan kesulitan dalam membiayat
belanja mereka {Bappenas, 2003), sehingga tuntutan untuk mengubah struktor
belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada dacrah—daerah yang
mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim dan Abdullah, 2003).

Menurut Permendagri No. 21 Tabun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
Dan Dana Operasional, pemda di klasifikasikan menjadi daerah dengan

kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Secara umum pemda di Indonesia
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rendah. Hal ini dapat dilibat dari masih tergantungnya pemda kepada
pemerintah pusat dalam membiayai belanjanya-
Berdasarkan uraian terscbut, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan

penelitian dengan judul «Analisid Pengaruh Belanja Pegawal, Belanja

Bairang Dan Jasa, Belanja Modal Terhadap Pencrimaan Pendapatan Aslhi
Daerah (Tinjanan Pada Pemda Dengan Kemampuan Keuangan Rendah

Se Jawa-Bal)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka
dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:
1. Apakah belanja pegawal berpengaruh terhadap penerimaan PAD ?
2. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruli terhadap penerimaan
PAD ?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap penerimaan PAD?
4, Apakah belanja pegawai, pelanja barang dan jasa, dan pelanja modal

berpengaruh terhadap penerimaan PAD?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujoan d:.:u'i penelitian ini dapat
dijabarkan sehagai berikut:
1. Untuk mengetatmi apakah belanja pegawal berpengaruh terhadap

penerimaan PAD.



—_——

akah belanja barang dan jasa berpengarub

9. Untuk mengetahui ap

terhadap penerimaat PAD.
3, Untuk mengetabui apakah belanja modal berpengarub terhadap
penerimaan PAD.
4, Untuk mengetabii apakah belanja pegawal, belanja barang dan jasa,
dan belanja.modal hcrpengaruh {erhadap penerimaan PAD.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat di bidang teori
Khususnya yang berkaitan

a. Menambah pemghaman tentang penda
pendapatan daerah dap kemampuan

dengan belanja daerah,

keuangan daerah.
ambahan referensi bagi penelitian selanjuinya

clanja daerah, pendapatan daerah

b. Menjadi acuan atau t

yang berbasis pemda khususnya b

dan kemampuan keuangan daerah.

2. Manfaat di bidang praktik
menjadi bahan pertimbang

pemda dalam membuat kebijakan—kcbijakan te

maupun pemda di daerah den

an bagi pemerintah pusat

Diharapkan dapat
ptang keuangail

maupun
pemerintah pusat gan kemampuan keuangan

rendab.



